
BUPATI I<AUR 
PROVINS! BP.NGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR : /// TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBERIAN VANG MAKAN BAGI PECA WAI NEGERI SIPIL DI LJNGJ{UNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPi\Tl KAUR, 

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kaur 
Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Lima Hari Kerja di Lingk·tmgan PcmcrinrE.h Ka.bupatcn Kaur, Pelaksanaan 5 (iima) 
Hari kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur dapat 
diberikan uang makan sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah dan diatur lebih Ianjut dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimba.-igan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bcngkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

2 . Undang~Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

/4' -· I 

Penyelenggaragm Negara yaJlg Bersih dan E½bas da.ri Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambwian ~mbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 



3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266!; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa ka1i terakhir dengan Unclang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

~- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



Menetapkan 

10. Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah diubah tera.khir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2011, tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

i l. Per aturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerin tah Daerah· 
' 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Struktur Perangkat Daerah Kahup;:iten Kaur (Lembaran Daerah Ka.bupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237); 

16. Peraturan Bupati Kaur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan lima hari kerja di lingkungan pemerintah kabupaten kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2017 
Nomor 542); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN KAUR. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur. 

3 . Bupati adalah Bupati Kaur. 

4. Perangkat Daerah adaJah Perangkat Daerah di Iingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kaur. 

5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan CaJon Pegawai 

Negeri Sipil Daerah yang melaksanal{an tugas secarn. nyata pada 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur. 

6. PeJabat yang berwenang adalah pengguna anggara.n/kuasa pengguna 
anggaran. 

7. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 

berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan 
makan Pegawai Negeri Sipil. 

8. Hari Kerja a.dalah hari yang ditetapkan bagi pegawai lingkup 

Pemerintah Kabupaten Kaur u.ntuk bekerja. 

9. Daftar Hadir Kerja adalah daftar kehadiran pegawai pada hari kerja. 

10. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang berisikan nama 

pegawai, jumiah kehadiran pada hari kerja selama satu bulan, ta.rif 

uang mal{an, jumlah keter dan potongan pajak serta jumJah eersih 

yan diterima dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan 

Bendahara Pengeluaran . 

.BAB I1 

PEMBERIAN UANG MAKAN 

Pasal 2 

(1) Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran pegawai pada hari 

kerja. 

(2) Uang Makan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling 

banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu bulan. 

(3) Vang Makan sebagaimana dimal{sud pada ayat (1) sebesar Rp. 

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari. ~, 



(4) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan Pajak 

Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan. 

Pasal 3 

Uang Makan t idak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak hadir kerja; 

b. Sedang menjalankan perjalanan dinas; 

c. Sedang melaksanakan cuti ; 

d. Sedang melaksanakan tugas belajar; 

e. Diperu ntukan atau dipeker:iakan pada instansi di luar perangkat 

daerah induknya; 

f. Bekerja pada Perangkat Daerah yang tugasnya memberikan pelayanan 

langsung kepada masyarakat seperti Rumah Sakit Umum Daerah, 

Puskesmas, dan Perangkat daerah pelayanan publik lainnya yang 

sejenis; dan 

g. Bekerja pada satuan pendidikan sebagai tenaga pendidik. 

BAB Ill 

TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN 

Pasal 4 

(1) Uang Makan dibayarkai1 setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya 

dilaksanakan pada awal bulan berikutnya. 

(2) Dalam ha! Uang Makan ti dak dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan 

sebagaimana di:maksud pada ayat (1) , Uang Makan dapat di bayarkan 

untuk beberapa bulan sekali gus. 

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2] 

dikecualikan Uang Makan bulan Desember, dapat dibayarkan pada 

bulan berkenan. 

Pasal 5 

(1) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pcmbayaran 

langsung dengan melampirkan: 

a. rekapitulasi daftar hadif kerja Pegawai yang l:litanl:latanga.ni oleh 

Pejabat yang berwenang; 

b. daftar perhitungan Uang Makan; dan 

c. pernyataan tanggungjawab mutlak. 



(2) Format Rekapitulasi Daftar l-ladir Kerja Pegawai, Daftar Perhitungan 

Vang Makan dan Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercan tum pada Lampiran I , Lampiran II, dan 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati i..ni. 

DAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mul?-i Q(:f!illrn tMgga! Ql Januari 2020. 

Agar setiap orang mengetah uinya, memerintahkan pengu ndangan 

PeratiJrM 6upati ini dengan penerrrnat?.nnya ct?.l?.m Benta Daerah 

Kabupaten Kaur. 

Ditcta.pkan di Bintuhan 
pada tanggal '30 !JPseml:Jn, 20 i 9 

.J/ RUPATI KAUR, 

4?.-
J 

.,,/- GU 

'--' Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal 31 7Je;e1711,p,, 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

KABU 

I 

NANDAR M ADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR; 739 



Lampiran I Peraturan Bupati Kaur 

ORGANiSASI PERANGKAT DAERAH: 
BULAN 

Nomor : /// Tahu.11 2019 
TanggaI : ~ l>esrm/,e,, 20 I 9 

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MARAN 

l•0l •AIIA/lfIP I GOL. I KEHADIJWJ I UA!IG I JUJILAH PPR I JUJILAH I TA!fDA TA!IGAN BARI KERJA. IIAKAII' (RPJ KOTOR (5%,15%) BERSm _. -· . • _,: - . . 

... . , tanggal, bulan, tahun 

\....., Mengetahui: 

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 
Bendahara Pengeluaran 

Nama .. .... .... .. ... ......... . 
NIP .... ....... ... .. .. ... .. ... .. . 

Nama ................ .. ...... . 

NIP ..... ..... .. .. ............. .. 

./f ou PAUSI 



- -
NO NAIIIA/lfll' ,AIIILIUI HI\IIJ 

IZl?f a~AJ<n• 
JO~RJA 

'1 --· --·- ~------
2 ··-,-. 

.. l. ..... 
,..±.-

~:E ··-

( 

( 

l!UtKAPITULASI DAJP'l·AR BADIR 
(NAJ,IIA PERANCU(AT DABRAH) 

fl:ABUJ~ATEN KAUR TIIHUN 2020 
BULAN : ....... ........... 2~10 

Le.mpimn II Peratv.ran Bupati Kaur 
Nomor : /// Ta.hun 2019 
Tangg.;tl : ':lo Dt-semk,, 2019 

- ----.,.-•~- ---·---
TANf•A Jl:JMLA.H Dl~'AS 

DITi<LAT 
JUllLAH KETERANGAN 

LU.i\R CUTI Klt1'ERA!1GAR '.rIDAJt T.<EHADIRAN 

-·- - __ .__: . 'iAml~ -
-

--
__ .. _ -

..... ....... . , ...... .. , tanggal, bulan, tahun 

KEPALAOPD 

Nania ....... , .. ........... , .. . 
NIP .. ... ... .. ......... ...... , .. . 

~ 4 ./ou 



V 

Laa>piran Ill Peraturan Bupatl Kaur 
Nomor : /II Tahun :2019 
Tanggal: &> /Jffr/ll,o,r 2019 

KOP PBR.uGKAT DABRAH 

PERNYATAAN TANJUN'G JAWAB KUTI.AK 
Yang bertanda tangan di bftwah ini : Nama 
NIP 
Jab.Htan; 

MenyatAkan deng;,n seaungguhnya bahwa: I. Daftor perrutungan Uang .Makan bulan ........ bagi (Noma Perangkat Daerah) tclah diltitung 
dengan benar dnn berdosarkan daftar ha<lir kerja Pcgawai poda (Nama Perans)cat Oacrah) 

2. Apahila dikcn>udian han 1crdapat kclebihan aws pcmb•\Yw·an Uang Makan 1crsebu1, kami 
bcrscdia untuk menyetorkan kclebihan teniebut kc Kas Daerah 

Demikian Surat Pemyataan ini dl"buat de.ngan sebcna.r-benarnya . 

. .. . . .... . .. . .. ..... . . , tanggal, bulan, tahun 

KEPALJI OPD 

Nama ..... .. ................. . 
NIP .....••.....•....... ... ...... 




